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ABSTRACT

Indonesia is located between three active plates which make Indonesia prone to
natural disasters. Bantul Regency is proof that there are various potential natural
disasters, one of which is landslides. Landslide-prone points are spread across
several parts of the hilly Bantul Regency area. Based on a technical study of
landslides carried out by the Bantul Regency Government in 2010 and 2012, there
were 2,543 houses in the red zone prone to landslides. As a preventive measure, the
Regional Government of Bantul Regency has designed a relocation program for
people living in red zones prone to landslides. The use of village treasury land for
relocation was chosen as an answer to the limited availability of relocation land.
However, DIY's specialty has been recognized nationally and has an impact on the
land sector. The enactment of the UUK was also the basis for the birth of new
regulations related to village treasury land. This research was conducted
qualitatively with an empirical juridical approach to know the process of utilizing
village treasury land for the relocation of communities in landslide-prone areas in
Bantul Regency, accordance with applicable regulations and the impacts caused.
The process of utilizing village treasury land for the relocation of communities in
landslide-prone areas of Bantul Regency uses moorland whose development is
carried out by the community. In the process of using village treasury land for
relocation, there are still inconsistencies with applicable regulations in the form of
administrative disorder which results in the absence of legal certainty over the land
in the relocation area given to the community.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, bencana merupakan rangkaian kejadian yang
mengganggu dan mengancam kehidupan manusia yang dapat disebabkan baik
oleh faktor alam maupun nonalam yang berakibat pada timbulnya korban jiwa
baik manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, maupun dampak
psikologis. Bencana dibedakan menjadi tiga, yaitu bencana alam, nonalam, dan
sosial. Bencana alam disebabkan oleh rangkaian peristiwa alam diantaranya
adalah gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, kekeringan, tanah
longsor, dan angin topan. Bencana nonalam terjadi akibat dari peristiwa
nonalam yang dapat berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah
penyakit, dan epidemi. Bencana sosial disebabkan oleh ulah manusia yang
dapat berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat,
dan teror.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kerawanan bencana
alam yang tinggi. Berdasarkan data The World Risk Report 2023, Indonesia
menjadi urutan ke-2 setelah Filipina dari 193 negara yang rawan terhadap
bencana alam di dunia dengan indeks risiko bencana sebesar 43,50. Kondisi
tersebut terjadi karena Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak diantara
tiga lempeng besar dan satu lempeng kecil benua, yaitu Lempeng Indo-
Australia yang bergerak ke utara pada bagian selatan, Lempeng Eurasia di
bagian utara yang bergerak menuju tenggara, Lempeng Pasifik dan Lempeng
Kecil Filipina di sebelah timur yang bergerak ke arah barat (Tjandra, K., 2017).
Selain itu, Indonesia juga termasuk negara yang ada dalam jalur gunung api
aktif di sepanjang Samudera Pasifik yang disebut dengan istilah Pasific Ring of
Fire atau cincin api pasifik (Tanjung dkk., 2020). Hal tersebut mengakibatkan

Indonesia memiliki beberapa potensi ancaman bencana alam diantaranya adalah



gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Beberapa ancaman
tersebut tentunya berisiko menimbulkan kerugian bila dibiarkan begitu saja.

Strategi untuk meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan pada
kawasan rawan bencana dapat dilakukan dengan manajemen bencana yang
sesuai dengan karakteristik bencananya (Pratama dkk., 2017). Pemerintah
memiliki peran yang penting dalam menyusun kebijakan, dalam hal ini terkait
dengan kebijakan manajemen bencana atau penanggulangan bencana tepat,
sistematis, dan efektif. Konsep manajemen bencana (disaster management)
sendiri terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu pra-disaster, during disaster, dan
after disaster yang mana setiap tahapnya menjadi siklus yang berkelanjutan
(Sudibyakto, A., 2011). Tahap pra-disaster merupakan cara yang dapat
dilakukan untuk mencegah bencana dan jika mungkin dapat meniadakan bahaya
yang ada. Tingginya tingkat kerawanan bencana di Indonesia menjadikan tahap
pra-disaster menjadi tahapan yang terpenting untuk menekan jumlah kerugian
yang mungkin akan timbul apabila suatu bencana terjadi yang mana dapat
diwujudkan dengan adanya strategi pencegahan dan mitigasi yang tepat sesuai
dengan tingkat dan jenis kerawanan bencana.

Kabupaten Bantul menjadi salah satu bukti tingginya tingkat kerawanan
bencana di Indonesia. Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022
dalam W. Adi dkk. (2023) menyatakan bahwa nilai indeks risiko Kabupaten
Bantul tahun 2015-2022 relatif tinggi, dimana pada tahun 2022 Kabupaten
menempati pringkat 1 dengan skor 167.97 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal
tersebut terjadi karena Kabupaten Bantul dilalui sesar opak yang aktif, patahan
memanjang di Sungai Opak dari pantai selatan ke bagian utara Yogyakarta.
Melihat tingginya tingkat risiko kerawanan bencana dan kondisi geografis
Kabupaten Bantul mengakibatkan timbulnya beragam potensi ancaman
bencana alam, salah satunya adalah tanah longsor. Kawasan rawan longsor
berada di daerah pegunungan, perbukitan dengan lereng yang curam, serta
daerah patahan/sesar (Darsoatmojo dkk., 2002 dalam Wardani, 2021).
Kebenaran akan hal tersebut terbukti dengan dicantumkannya kawasan rawan

longsor pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang



Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 yang terdapat di Kapanewon
Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, dan
Kecamatan Pundong.

Seiring dengan perkembangan pembangunan yang pesat ternyata
memunculkan banyak kawasan permukiman baru yang berada pada kawasan
yang tidak tepat, salah satunya di kawasan rawan bencana (Kartika dkk., 2023).
Berdasarkan kajian teknis tahun 2010 dan 2012 lalu, terdapat 2.543 rumah yang
berada di zona merah kawasan rawan longsor. Zona merah sendiri diartikan
sebagai zona yang tidak boleh terbangun (Heltra Pradana dkk., 2022). Hal ini
berisiko tinggi dikarenakan kondisi hunian masyarakat tidak aman dari
ancaman bencana yang bisa terjadi secara tiba-tiba (Kartika dkk., 2023).
Sebagai upaya preventif, program relokasi masyarakat di zona merah
digalakkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Upaya ini merupakan
salah tindak lanjut dari misi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam Rencana
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya berbasis pada
pengurangan risiko bencana.

Relokasi permukiman untuk mitigasi bencana tanah longsor ini berarti
memindahkan masyarakat ke lingkungan hunian yang yang lebih aman dari
ancaman tanah longsor. Proses relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul ini dilakukan secara bertahap mengingat ketersediaan
anggaran yang dialokasikan untuk program relokasi ini. Tingginya kebutuhan
manusia akan tanah dan tempat untuk tinggal, ketersediaan lahan untuk
relokasi, serta jaminan bagi masyarakat untuk melanjutkan kehidupannya
merupakan masalah yang kompleks (Musthofa, 2011). Ketersediaan tanah
untuk relokasi menjadi problem tersendiri, sehingga relokasi yang dilakukan
oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu
relokasi yang dilakukan secara mandiri dan relokasi terpadu. Relokasi mandiri
dilakukan untuk masyarakat yang memiliki tanah di lokasi lain yang memiliki
tingkat keamanan terhadap ancaman bencana lebih baik, sedangkan relokasi

terpadu diperuntukkan masyarakat yang tidak memiliki tanah di lokasi lain.



Sebagai upaya penyediaan lahan untuk relokasi terpadu, pemerintah daerah
Kabupaten Bantul memilih tanah kas desa sebagai obyek untuk relokasi
masyarakat kawasan rawan longsor di Kabupaten Bantul. Hal tersebut sesuai
dengan amanat Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bukti bahwa keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta telah diakui dalam kancah nasional. Salah satu
kewenangan dalam urusan keistimewaan adalah pada bidang pertanahan. Sejak
terbitnya Undang-Undang Keistimewaan, beberapa peraturan yang mengatur
tentang pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah diterbitkan, salah
satunya adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Lahirnya peraturan tersebut
menjadi pembaharuan aturan administrasi tanah desa di Daerah Istimewa
Yogyakarta yang mana tanah kas desa sendiri menjadi bagian di dalamnya
(Khasanah dkk., 2023).

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam relokasi adalah hak yang
didapatkan oleh masyarakat yang direlokasi. Relokasi ini tidak hanya sebatas
memindahkan lokasi permukiman masyarakat, namun keberlanjutan akan hidup
masyarakat juga perlu dipertimbangkan (Musthofa, Z., 2011). Pada tahapan
relokasi hendaknya manusia tidak dipandang sebagai obyek yang mudah
dipindahkan, namun dipandang sebagai manusia utuh yang tentunya memiliki
kehidupan baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi, sehingga proses
relokasi harus diselaraskan dengan kehidupan mereka yang sebelumnya
(Utami, 2014). Selain itu, secara hukum status hak atas tanah dan bangunan di
lokasi relokasi harus diperhatikan sebagai jaminan atas kepastian hukum yang
diberikan pada masyarakat yang telah direlokasi (Musthofa, Z., 2011).

Atas dasar hal-hal di atas, pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi
masyarakat kawasan rawan bencana di Kabupaten Bantul ini menjadi penting

untuk dikaji. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan



judul “PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI
MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN
BANTUL”.

B. Rumusan Masalah

Pemilihan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat kawasan rawan longsor

merupakan pilihan cukup sulit dengan adanya dualisme hukum pertanahan di

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hal tersebut dapat disusun rumusan masalah

sebagai berikut.

1. Bagaimana pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat kawasan
rawan longsor di Kabupaten Bantul?

2. Bagaimana kesesuaian pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi
masyarakat rawan longsor di Kabupaten Bantul terhadap peraturan yang

berlaku dan dampaknya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

a. mengetahui pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat
kawasan rawan longsor di Kabupaten Bantul;

b. menganalisis kesesuaian pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi
masyarakat rawan longsor di Kabupaten Bantul terhadap peraturan yang
berlaku dan dampaknya apabila masih terdapat ketidaksesuaian

terhadap peraturan yang berlaku.



2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

a.

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam
pengetahuan terkait perubahan pemanfaatan tanah kas desa khususnya
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga dapat
menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya tentang perubahan
pemanfaatan tanah kas desa;

secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memaparkan proses
pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat kawasan rawan
longsor di Kabupaten dan dapat terlihat kesesuaian proses pemanfaatan
tanah kas desa tersebut dengan peraturan yang berlaku serta dampaknya
jika terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan yang berlaku.
Sehingga, dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam
keberlanjutan program relokasi masyarakat rawan longsor di Kabupaten

Bantul.



BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Pemanfaatan tanah kas desa untuk relokasi masyarakat kawasan rawan
longsor di Kabupaten Bantul merupakan sebuah upaya mitigasi struktural.
Relokasi di Kalurahan Wukirsari dan Kalurahan Mangunan menggunakan
tanah pertanian tegalan yang pembangunannya diakukan dengan cara
swadaya masyarakat.

Masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan tanah kas desa untuk
relokasi masyarakat kawasan rawan longsor di Kabupaten Bantul peraturan
yang berlaku pada saat relokasi dilakukan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 34
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dan Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan Bencana. Ketidaksesuaian tersebut berupa ketidaktertiban
administrasi dengan kondisi fisik penggunaan lahannya sebagai rumah tinggal,
yang mana di Kalurahan Wukirsari belum dilakukan proses perizinan atas
pemanfaatan tanah kas desa tersebut. Sedangkan, pemanfaatan tanah kas desa
di Kalurahan Mangunan dilakukan setelah proses relokasi selesai dilakukan,
akan tetapi tanah tersebut merupakan tanah enclave sehingga tidak perlu dan
tidak ada izin yang dapat dikeluarkan oleh kasultanan. Pemanfataan tanah kas
desa untuk relokasi ini juga hanya sebagai upaya evakuasi masyarakat tanpa
adanya pencabutan hak atas tanah masyarakat di kawasan rawan longsor
sebelumnya. Hal tersebut berdampak pada tidak adanya kepastian hukum yang
didapatkan masyarakat atas tanah di area relokasi. Akan tetapi, tanah

masyarakat di kawasan rawan longsor masih menjadi milik masyarakat.
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B. Saran

1. Koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
selaku fasilitator di bidang pertanahan yang dilakukan sejak awal atau sejak
adanya rencana relokasi dengan memanfaatkan tanah kas desa;

2. penyusunan aturan dan program terkait penyelesaian status tanah enclave
perlu dilakukan dengan segera sehingga ada titik terang terkait status tanah
enclave yang digunakan untuk relokasi;

3. bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakukan kajian lebih mendalam lagi dari

sudut pandang masyarakat yang terlibat.
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